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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang :

Mengingat

a.

bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01

Tahun 2019 disebutkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah disusun berdasarkan usulan rencana kerja
alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ayat (3)
Pimpinan Dewan Pcrwakilan' ;Rakyat Daerah menyampaikan

rencana kerja Dowan Perwakilan Rakyat Daerah kepada

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan

penyelarasan, ayat (4) Hasil penyelarasan rencana kerja

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada

Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas

dan ditetapkan dalam paripurna,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950
ntukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

tentang

Pembe
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Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 24);
. z::;zg-(g:i:fajo;ne:; r;7R'I;ahun. 2003 ten.tang Keuangan
publik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

Nomor 12 Tahun 2011 tentang

. Undang-Undang
(Lembaran

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Nomor 5234) sebagaimana telah
ang Nomor 15 Tahun 2019

Negara Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik
diubah dengan Undang-Und
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
eraturan Perundang-undangan
donesia Tahun 2019 Nomor

a Republik Indonesia Nomor

2011 tentang Pembentukan P
(Lembaran Negara Republik In
183, Tambahan Lembaran Negar

6398);

. Undang-Undang Nomor 17 Tah
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
an Perwakilan Rakyat Daerah

un 2014 tentang Majelis

Perwakilan Daerah dan Dew
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12.Undang-Undang Nomor 1 Tah

13.

sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6393);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109),

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

tentang

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

un 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);
Peraturan Pemerint
Kedudukan Protokoler

Dewan Perwakilan Rakuat Daerah
Tahun 2004 Nomor 90 dan Tambahan

ah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

(Lembaran Negara

Republik Indnesia

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

diubah beberapa kali terakhir dengan
Tahun 2007 tentang

sebagaimana telah

Peraturan Pemerintah Nomor 21

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N
esia Nomor

omor 47

dan Tambahan Lembaran Negara Republik [ndon
4712);
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P )
eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

’IP‘aIl::{pan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
¢laksanaan Perencanaan P
Negara Republik Indonesia e:aia:fu 2:7])2?;;(]‘?::8‘:1“
an
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
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23.

24,
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28.

29,

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasinal/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
RI No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Brebes;

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes

Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada
tanggal 24 Maret 2022.
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KEDUA

KETIGA

Tembusan :
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o))

: Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes

MEMUTUSKAN:

. Menyetujui Rencang j )
yetujui Rencana Kerja Dewan  Perwakilan Rakyat Dartah

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 20273 sehagai bahan, arahan,
masukan dan pedoman dalam penyusunan Fancangan  Awal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

untuk
memastikan supaya program dan kegiatan yang termuat dalam
Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah Kabupaten
Brebes Tahun Anggaran 2023 dapat terintegrasi dengan dokumen
perencanaan daerah, dari mulai dokumen Rancangan Awal
Rencana Kerja Pembangunan Dacrah Tahun 2023, Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan
Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara,
Rencana Kerja Anggaran, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang harus ditidaklanjuti sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 24 Maret 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
EN BREBES

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
Bupati Brebes;
Pimpinan DPRD
Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes; N
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian, dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Brebes
. Himpunan Keputusan DPR

Kabupaten Brebes;

D Kabupaten Brebes.

i

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH TGL

[CSikwAN | —F

ril\'\ﬂ\(.

[l

KASL Ii,\(i_
B IE AT

RS

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

